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Konsep Keadilan dalam Masyarakat Multikultural 

Perspektif Filosofis terhadap Pluralisme 
Budi Rasmianto Berutu 

Penelitian ini menggali konsep keadilan dalam konteks masyarakat multikultural melalui lensa filosofis terhadap 
pluralisme. Latar belakang menyajikan kompleksitas masyarakat multikultural dan perkembangan konsep keadilan. 
Rumusan masalah menitikberatkan pada evolusi konsep keadilan dan peran pluralisme dalam memahami serta 
menerapkannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis perkembangan konsep keadilan dalam masyarakat 
multikultural dan meneliti dampak pluralisme terhadap pemahaman serta implementasi keadilan. Manfaat 
penelitian mencakup kontribusi terhadap pemahaman filosofis keadilan, serta menjadi panduan untuk perbaikan 
kebijakan dan praktik keadilan dalam masyarakat yang beragam budaya. 
Pembahasan menguraikan konsep keadilan dalam masyarakat multikultural dari perspektif filosofis, 
mengidentifikasi peran penting pluralisme dalam konteks ini, dan mengeksplorasi tantangan dalam 
menggabungkan kedua konsep tersebut. Studi kasus memperkaya pembahasan dengan memberikan contoh 
konkret penerapan konsep dalam kehidupan nyata, sementara alternatif pemikiran dan rekomendasi memberikan 
wawasan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan keadilan dalam masyarakat multikultural. Kesimpulan 
menyajikan rangkuman temuan utama dan implikasi praktis dan teoretis dari hasil penelitian ini terhadap 
pemahaman filosofis dan implementasi keadilan dalam masyarakat yang beragam budaya. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Dalam menghadapi era globalisasi dan interkonektivitas yang semakin berkembang, masyarakat 

di seluruh dunia mengalami transformasi signifikan, terutama dalam hal diversitas budaya dan 

agama. Fenomena ini menciptakan tantangan dan peluang unik dalam pembentukan struktur 

sosial dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan bersama yang harmonis. Dalam konteks ini, 

masyarakat multikultural menjadi fenomena yang makin dominan, di mana beragam kelompok 

etnis, agama, dan budaya hidup berdampingan dalam satu entitas geografis. 

Masyarakat multikultural mencerminkan keragaman manusia dan sekaligus menjadi panggung 

bagi dinamika sosial yang kompleks. Di dalamnya, konsep keadilan memainkan peran sentral 

sebagai fondasi utama pembentukan hubungan antarindividu, kelompok, dan lembaga. Keadilan 

bukan hanya tentang distribusi sumber daya secara merata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek 

seperti hak asasi manusia, perlakuan setara, dan penghargaan terhadap perbedaan. 

Dalam kerangka pemahaman filosofis, konsep keadilan telah mengalami perubahan dan 

perkembangan seiring waktu. Filsuf-filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles memberikan 

kontribusi besar dalam merumuskan pandangan mereka mengenai keadilan, yang kemudian 

menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran filosofis selanjutnya. Namun, di era kontemporer, 

kehadiran masyarakat multikultural memberikan tantangan baru bagi konsep keadilan ini. 

Rapiditas perubahan dan pergeseran budaya yang terjadi dalam masyarakat multikultural sering 

kali menghasilkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan konflik antarkepentingan. Oleh karena 

itu, memahami dan merumuskan kembali konsep keadilan dalam konteks masyarakat 

multikultural menjadi penting, terutama melalui perspektif filosofis terhadap pluralisme. 

   Masyarakat multikultural seringkali diidentifikasi dengan adanya keragaman etnis, agama, 

dan budaya. Menurut data sensus terbaru, kota/metropolitan tertentu dapat menunjukkan 

komposisi penduduk yang mencakup puluhan etnis dan agama yang berbeda, menciptakan 

lingkungan yang kaya dengan keragaman. Pada tingkat lokal, banyak masyarakat menghadapi 

tantangan integrasi budaya dan agama. Misalnya, konflik antaragama dan ketidaksetaraan dalam 

mendapatkan akses ke pendidikan dan pekerjaan menjadi isu yang perlu dicermati lebih lanjut.   

Masyarakat multikultural sering dihadapkan pada krisis identitas individu dan kelompok. 

Pertanyaan mengenai bagaimana keadilan dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dalam 

konteks pluralitas budaya menjadi pokok perbincangan penting di tingkat akademis dan praktis. 

Globalisasi membawa dampak besar terhadap paradigma keadilan, dengan masuknya nilai-nilai 

universal yang bersaing dengan nilai-nilai lokal. Ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang 

bagaimana keadilan dapat mencakup semua kelompok dalam masyarakat multikultural.   

Filosofi memberikan landasan untuk memahami konsep-konsep seperti keadilan dan pluralisme 

dengan lebih mendalam. Perspektif filosofis terhadap pluralisme dapat memberikan kerangka 

kerja konseptual yang diperlukan untuk merespons dinamika dan kompleksitas masyarakat 

multikultural. 

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang masyarakat multikultural dan 

relevansinya terhadap konsep keadilan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik dalam pembentukan masyarakat yang adil, 

inklusif, dan berdaya. Dengan menggali konsep ini melalui lensa filosofis dan pluralisme, 

diharapkan dapat muncul pandangan baru yang dapat memberikan solusi konstruktif terhadap 

tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural kontemporer.  
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Perumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep keadilan berkembang dalam masyarakat multikultural? 

2. Apa peran pluralisme dalam memahami dan menerapkan keadilan dalam konteks ini? 

Tujuan Penulisan 

1. Menganalisis evolusi konsep keadilan dalam masyarakat multikultural 

2. Meneliti peran dan dampak pluralisme terhadap pemahaman dan implementasi keadilan 

Manfaat Penulisan 

1. Kontribusi terhadap pemahaman filosofis keadilan dalam konteks multikultural 

2. Panduan untuk perbaikan kebijakan dan praktik keadilan dalam masyarakat yang beragam 

budaya 
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PEMBAHASAN 

A. Konsep Keadilan dalam Masyarakat Multikultural 

 

Keadilan, sebagai prinsip moral dan sosial, mendapat sorotan khusus ketika diterapkan dalam 

masyarakat multikultural. Analisis filosofis terhadap perkembangan konsep keadilan dapat 

memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai ini berkembang seiring waktu. 

Dari perspektif Plato, keadilan dikaitkan dengan harmoni dan keseimbangan di dalam 

masyarakat. Ia mengemukakan konsep keadilan sebagai prinsip yang mendorong setiap individu 

untuk mengambil peran sesuai dengan kemampuannya, menciptakan suatu keseimbangan yang 

ideal. 

 

Aristoteles, dengan konsepnya tentang keadilan distributif, menekankan pemberian hak dan 

sumber daya sesuai dengan kontribusi masing-masing individu. Pandangan ini menimbulkan 

pertanyaan relevan dalam konteks masyarakat multikultural, di mana perbedaan latar belakang 

budaya dapat memengaruhi cara kontribusi dan kebutuhan diukur. Sementara itu, John Rawls 

memberikan kontribusi signifikan dengan teorinya tentang keadilan sebagai kesetaraan yang 

adil. Baginya, keadilan harus dipahami melalui prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh semua 

orang, tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. 

 

Dalam menyusun fondasi konsep keadilan dalam masyarakat multikultural, penting untuk 

mencari keselarasan antara nilai-nilai universal dan keberagaman budaya. Filosofi keadilan 

yang berkembang sepanjang sejarah memberikan dasar untuk merancang kerangka kerja yang 

mempertimbangkan perbedaan budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental 

keadilan. 

 

Keberagaman budaya memainkan peran sentral dalam menentukan interpretasi dan 

implementasi keadilan dalam masyarakat multikultural. Ketika nilai-nilai, norma, dan 

keyakinan yang berbeda-beda bertemu, tantangan muncul dalam menciptakan sistem keadilan 

yang adil dan inklusif. Dampak keberagaman budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk 

dalam proses hukum, distribusi sumber daya, dan perlakuan yang setara terhadap semua 

individu. 

 

Dalam sistem hukum, misalnya, perbedaan interpretasi tentang apa yang dianggap adil dapat 

muncul akibat keragaman budaya. Bagaimana suatu tindakan dianggap melanggar norma-norma 

etika dapat bervariasi berdasarkan perspektif budaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan keadilan 

memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai universal dan nilai-nilai kultural yang dihormati. 

 

Distribusi sumber daya juga menjadi perhatian utama ketika menghadapi masyarakat 

multikultural. Konsep Aristoteles tentang keadilan distributif menantang untuk diartikan dalam 

konteks keberagaman budaya. Bagaimana mengukur kontribusi dan kebutuhan dari berbagai 

kelompok budaya yang berbeda menjadi pertanyaan yang kompleks. Penyelenggaraan keadilan 

distributif yang merangkul keberagaman budaya mengharuskan adanya mekanisme yang 

responsif dan adaptif. 

 

Selain itu, implementasi keadilan dalam masyarakat multikultural memerlukan perlakuan yang 

setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Tantangan 

muncul ketika norma-norma budaya berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan 

universal. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap 

keberagaman budaya menjadi esensial dalam menjamin implementasi keadilan yang efektif. 
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Pemahaman filosofis terhadap perkembangan konsep keadilan dan kesadaran terhadap dampak 

keberagaman budaya memberikan kontribusi signifikan dalam merancang kebijakan dan 

praktik-praktik yang lebih inklusif. Implementasi kebijakan keadilan yang memahami 

kompleksitas masyarakat multikultural memerlukan kolaborasi antara teori dan praktik. Dalam 

kehidupan sehari-hari, menghormati keberagaman budaya dalam interpretasi dan implementasi 

keadilan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. 

 

Dengan menganalisis perkembangan konsep keadilan dari perspektif filosofis dan menyadari 

dampak keberagaman budaya terhadap interpretasi dan implementasi keadilan, artikel ini 

menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengakomodasi keberagaman dalam konteks 

keadilan. Filosofi keadilan memberikan pandangan yang luas, sementara kesadaran terhadap 

dampak budaya memberikan arah pada bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam 

masyarakat multikultural. Dengan demikian, melibatkan aspek filosofis dan kultural menjadi 

langkah krusial dalam mengembangkan sistem keadilan yang sesuai dengan realitas kompleks 

masyarakat multikultural. 

 

B. Pluralisme sebagai Landasan Filosofis 

 

Pluralisme, sebagai landasan filosofis, merujuk pada pengakuan dan penerimaan terhadap 

keberagaman dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat multikultural, pluralisme 

menandakan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, bahasa, dan latar belakang 

lainnya sebagai suatu kekayaan. Definisi ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu 

atau kelompok memiliki kontribusi unik yang dapat memperkaya dan memperluas wawasan 

masyarakat secara keseluruhan. 

 

Peran pluralisme dalam masyarakat multikultural adalah menciptakan ruang bagi dialog, 

penghormatan, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan 

memandang perbedaan sebagai sumber daya positif, pluralisme menghindari penekanan atas 

satu kebenaran tunggal dan mendorong terbentuknya kerangka kerja yang inklusif. Dalam era 

globalisasi, di mana interaksi antarbudaya semakin meningkat, pluralisme menjadi fondasi 

esensial untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. 

 

Dalam konteks filosofis, hubungan antara pluralisme dan keadilan menjadi subjek penelitian 

yang mendalam. Pluralisme menawarkan kerangka kerja filosofis yang mendukung keadilan 

dengan cara yang beragam dan inklusif. Salah satu konsep utama dalam hubungan ini adalah 

keadilan distributif, yang menekankan pembagian sumber daya dan keuntungan secara adil di 

antara semua kelompok dalam masyarakat. 

 

Pluralisme memandang keadilan distributif sebagai hasil dari pengakuan terhadap keberagaman. 

Dalam memahami keadilan, pluralisme mengajukan pertanyaan kritis tentang bagaimana 

keberagaman dapat diperhitungkan dalam proses distribusi sumber daya. Hal ini mencakup 

mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin muncul akibat perbedaan latar 

belakang, termasuk faktor-faktor seperti ras, agama, dan budaya. 

 

Selain itu, hubungan antara pluralisme dan keadilan juga melibatkan konsep keadilan 

prosedural. Pluralisme mengadvokasi untuk pembentukan proses pengambilan keputusan yang 

inklusif, di mana berbagai kelompok memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. 

Dalam konteks ini, pluralisme menolak dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya dan 

mengusulkan mekanisme yang memastikan representasi yang adil. 
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Pemikiran filosofis tentang hubungan antara pluralisme dan keadilan juga dapat ditemukan 

dalam karya-karya pemikir seperti John Rawls. Konsep keadilan sebagai kesetaraan kesempatan 

dan distribusi yang adil dari keuntungan sosial mencerminkan nilai-nilai pluralisme. Rawls 

menekankan pentingnya membangun masyarakat yang mengakui dan menghargai perbedaan 

sebagai prinsip dasar keadilan. 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan pluralisme sebagai landasan filosofis memiliki 

implikasi praktis yang signifikan. Pengakuan terhadap keberagaman masyarakat mengarah pada 

pengembangan kebijakan-kebijakan yang mendukung inklusivitas dan partisipasi aktif semua 

kelompok dalam pembuatan keputusan. Dalam ranah pendidikan, pendekatan pluralis 

mempromosikan kurikulum yang mencerminkan berbagai perspektif budaya dan sejarah. 

 

Penerapan konsep pluralisme juga memainkan peran kunci dalam upaya membangun dialog 

antarbudaya yang konstruktif. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, masyarakat dapat 

mencegah konflik dan membangun fondasi yang kuat untuk kerjasama lintas budaya. 

 

Dengan merinci definisi dan peran pluralisme dalam masyarakat multikultural serta 

menganalisis hubungan antara pluralisme dan keadilan dalam konteks filosofis, artikel ini 

menyoroti kompleksitas dan kedalaman landasan filosofis ini. Pluralisme bukan hanya sekadar 

pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga panggilan untuk menciptakan masyarakat yang adil 

dan inklusif. Dalam meresapi nilai-nilai pluralisme, kita dapat memandang keberagaman 

sebagai kekuatan yang memperkaya dan memperluas masyarakat, mengarah pada visi keadilan 

yang lebih holistik dan berkeadilan. 

 

C. Tantangan dalam Menggabungkan Keadilan dan Pluralisme 

 

Menggabungkan keadilan dan pluralisme merupakan tugas yang kompleks dalam ranah etika 

dan filsafat. Ketika berusaha menciptakan paradigma keadilan yang inklusif dan beragam, 

banyak hambatan dan tantangan muncul. Artikel ini akan mengidentifikasi beberapa hambatan 

tersebut dan merinci upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan paradigma keadilan 

yang mampu mengakomodasi pluralisme dengan adil. 

 

Identifikasi Hambatan dan Tantangan 

 

1. Divergensi Nilai dan Keyakinan: Salah satu hambatan utama dalam menggabungkan keadilan 

dan pluralisme adalah adanya divergensi nilai dan keyakinan di antara masyarakat yang 

beragam. Nilai-nilai etika yang mendasari keadilan seringkali bersumber dari latar belakang 

budaya dan agama, yang dapat bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 

Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang sensitif untuk menemukan titik temu yang adil 

tanpa mengorbankan integritas nilai-nilai masing-masing kelompok. 

 

2. Ketidaksetaraan Struktural: Ketidaksetaraan struktural dalam sistem politik dan ekonomi 

sering kali menjadi hambatan utama dalam menciptakan keadilan yang inklusif. Struktur 

kekuasaan yang tidak seimbang dapat menciptakan disparitas dalam akses terhadap keadilan. 

Oleh karena itu, mencari solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural menjadi esensial 

dalam menciptakan paradigma keadilan yang merata bagi semua. 

 

3. Resistensi terhadap Perubahan: Upaya untuk menggabungkan keadilan dan pluralisme sering 

dihadapi dengan resistensi dari pihak-pihak yang mungkin merasa terancam oleh perubahan 

tersebut. Beberapa kelompok mungkin mempertahankan status quo yang memberikan 



 

7 

keuntungan bagi mereka, sementara upaya untuk menciptakan inklusivitas dapat dianggap 

sebagai ancaman. Mengatasi resistensi ini memerlukan strategi persuasif dan pendekatan yang 

dapat membuka dialog konstruktif. 

 

Upaya untuk Menciptakan Paradigma Keadilan yang Inklusif 

 

1. Pendidikan Multikultural: Salah satu langkah kunci dalam menciptakan paradigma keadilan 

yang inklusif adalah melalui pendidikan multikultural yang mempromosikan pemahaman dan 

penghargaan terhadap keragaman budaya. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, 

masyarakat dapat lebih menerima perbedaan sebagai kekayaan dan bukan sebagai ancaman. 

 

2. Partisipasi Masyarakat: Menggabungkan keadilan dan pluralisme memerlukan partisipasi 

aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Membangun forum dialog terbuka yang melibatkan 

beragam suara membantu menciptakan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi 

semua pihak. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci 

untuk mencapai keadilan yang inklusif. 

 

3. Reformasi Struktural: Untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural, perlu dilakukan reformasi 

dalam struktur politik dan ekonomi. Kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan yang lebih 

merata, akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan hukum bagi 

semua individu menjadi langkah-langkah krusial. 

 

4. Dialog Interagama dan Interkultural: Mendorong dialog terbuka antaragama dan antarbudaya 

dapat meredakan ketegangan dan meningkatkan pemahaman antara kelompok yang berbeda. 

Melalui dialog ini, masyarakat dapat menciptakan nilai-nilai bersama yang dapat membentuk 

dasar paradigma keadilan yang inklusif. 

 

Menggabungkan keadilan dan pluralisme adalah suatu tantangan yang kompleks namun penting 

dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Identifikasi hambatan dan tantangan, 

seperti divergensi nilai, ketidaksetaraan struktural, dan resistensi terhadap perubahan, 

merupakan langkah awal untuk merancang strategi yang efektif. Upaya seperti pendidikan 

multikultural, partisipasi masyarakat, reformasi struktural, dan dialog antaragama dan 

antarbudaya menjadi instrumen penting dalam menciptakan paradigma keadilan yang dapat 

mengakomodasi keragaman dengan adil dan seimbang. Dengan langkah-langkah tersebut, 

masyarakat dapat memandang keadilan bukan hanya sebagai tujuan yang diinginkan tetapi juga 

sebagai nilai yang dapat diwujudkan melalui penggabungan pluralisme yang berkualitas. 

 

D. Alternatif Pemikiran dan Rekomendasi untuk Keadilan Multikultural 

 

Dalam masyarakat multikultural, keadilan menjadi tantangan yang kompleks karena melibatkan 

dinamika antara berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai yang 

berbeda. Bagian ini akan mengeksplorasi alternatif pemikiran dalam memahami dan 

mempraktikkan keadilan multikultural, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan 

pemahaman dan penerapan keadilan dalam konteks masyarakat yang beragam ini. 

 

Pertama-tama, penting untuk mempertimbangkan pendekatan keadilan yang mencakup 

perspektif beragam. Sebagai contoh, pendekatan dialogis, yang menekankan pada dialog 

terbuka dan saling pengertian antar kelompok-kelompok budaya, dapat diadopsi. Dalam 

kerangka ini, semua pihak diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi yang mempromosikan 

saling penghargaan terhadap perbedaan dan mencari solusi bersama. Dialog interkultural ini 
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tidak hanya mendukung keadilan, tetapi juga membangun pondasi untuk pemahaman lintas 

budaya yang lebih mendalam. 

 

Selain itu, perspektif keadilan distributif perlu diperluas untuk memasukkan dimensi 

multikultural. Pendekatan ini menuntut pemerataan sumber daya, hak, dan keuntungan dalam 

masyarakat multikultural agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Menyadari keberagaman 

kebutuhan dan aspirasi setiap kelompok adalah langkah penting dalam menciptakan keadilan 

distributif yang merata di tengah pluralitas budaya. 

 

Rekomendasi untuk Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Keadilan Multikultural 

 

1. Peningkatan Pendidikan Multikultural: Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman 

keadilan multikultural adalah melalui sistem pendidikan yang inklusif dan multikultural. 

Kurikulum harus mencakup konten yang mewakili berbagai budaya dan sejarah, sambil 

memberikan pemahaman mendalam tentang konsep keadilan. Pendidikan multikultural dapat 

menjadi sarana untuk membangun kesadaran akan keberagaman dan pentingnya keadilan di 

dalamnya. 

 

2. Pelatihan Kesadaran Budaya: Program pelatihan kesadaran budaya dapat membantu individu 

dan organisasi dalam memahami norma-norma budaya yang berbeda dan membangun 

keterampilan untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok multikultural. Kesadaran budaya 

tidak hanya memperkuat dasar bagi keadilan multikultural, tetapi juga merangsang 

pengembangan sikap inklusif dalam berbagai konteks. 

 

3. Pengembangan Kebijakan Inklusif: Pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat perlu 

merancang kebijakan yang mendukung inklusivitas dan keadilan multikultural. Kebijakan ini 

dapat mencakup perlindungan hak-hak minoritas, promosi kesetaraan akses, dan penciptaan 

ruang partisipasi bagi semua kelompok budaya. Mengembangkan kebijakan yang 

mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok dapat menjadi langkah konkrit untuk mencapai 

keadilan multikultural. 

 

4. Mendorong Keterlibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan lokal dapat membantu menciptakan keadilan multikultural. Melibatkan 

kelompok-kelompok budaya dalam proses konsultasi dan diskusi dapat memastikan bahwa 

kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai lapisan 

masyarakat. 

 

Dalam merespons kompleksitas masyarakat multikultural, alternatif pemikiran dan rekomendasi 

untuk keadilan multikultural haruslah holistik dan mendalam. Menggabungkan pendekatan 

dialogis, peningkatan pendidikan multikultural, pelatihan kesadaran budaya, pengembangan 

kebijakan inklusif, dan mendorong keterlibatan masyarakat dapat membentuk fondasi yang kuat 

untuk mencapai keadilan yang adil dan berkelanjutan di tengah keberagaman budaya. Dengan 

adopsi pandangan-pandangan ini, diharapkan masyarakat multikultural dapat menjadi tempat di 

mana keadilan tidak hanya diinginkan, tetapi juga diwujudkan. 

 


